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Abstrak - Dulahu sebagai Model Penganggaran Universitas Berbasis
Budaya Gorontalo

Tujuan Utama - Penelitian ini bertujuan untuk mendesain model peng-
anggaran di universitas berbasis nilai budaya Gorontalo.

Metode - Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. In-
forman penelitian adalah pejabat, akademisi, sosiolog, dan budayawan.
Temuan Utama - Penelitian ini menemukan tiga nilai dari tiga belas
nilai yang diimplementasikan dalam setiap tahapan penganggaran. Nilai
tersebut adalah dulohupa (musyawarah), heluma (mufakat), dan huyula
(gotong royong). Model dulahu (matahari) yang diinternalisasi nilai Islam
kasih (atiolo) dan sayang (toliango) digunakan untuk mewujudkan peng-
anggaran yang penuh keikhlasan.

Implikasi Teori dan Kebijakan - Penelitian ini menawarkan model
penganggaran universitas berbasis nilai kearifan lokal Gorontalo. Hasil
penelitian dapat memberikan kontribusi bagi universitas dalam mewu-
judkan good university governance.

Kebaruan Penelitian - Penelitian ini menggali nilai budaya Gorontalo
untuk dijadikan dasar dalam model penganggaran universitas.

Abstract — Dulahu as a University Budgeting Model Based on Goron-
talo Culture

Main Purpose — This research aims to design a budgeting model at the
university based on Gorontalo cultural values.

Method - This research uses a qualitative descriptive method. Research
informants are officials, academics, sociologists, and cultural figures.
Main Findings - This research found three out of thirteen values imple-
mented in each budgeting stage. These values are “dulohupa” (deliber-
ation), “heluma” (consensus), and “huyula” (cooperation). The “dulahu”
(sun) model, which internalizes the Islamic values of love (“atiolo”) and
compassion (“toliango”), is used to realize budgeting that is full of sincerity.
Theory and Practical Implications — This research offers a university
budgeting model based on Gorontalo’s local wisdom values. The research
results can contribute to universities in realizing good university gover-
nance.

Novelty - This research explores Gorontalo cultural values to serve as a
basis for the university budgeting model.

396



Niswatin, Yusuf, Dulahu sebagai Model Penganggaran Universitas Berbasis Budaya Gorontalo 397

Studi yang relevan mendokumentasikan
perkembangan akuntansi, khususnya pengang-
garan yang diintegrasikan dengan budaya men-
jadi penting untuk dilakukan. Hal ini didasarkan
karena nilai-nilai budaya yang diinternalisasikan
dalam organisasi dapat memberikan keragaman
tatanan kelembagaan organisasi dan mampu
memberikan dampak pada nilai akuntansi, sistem
akuntansi, dan penganggaran (Ahrens et al.,
2023; Alkaraan, 2018; Graham & Sathye, 2018;
Haliah, 2021; Nkundabanyanga et al., 2023; Za-
rei et al., 2022). Bahkan, internalisasi tersebut
mampu membantu organisasi hingga pencapaian
tujuannya (Jayasinghe et al., 2020). Anggaran
diartikan sebagai rencana seluruh kegiatan orga-
nisasi dalam jangka pendek yang disajikan dalam
satuan kuantitatif dan keuangan. Anggaran pen-
ting karena digunakan sebagai alat perencanaan
dan pengendalian (Modell, 2017; Seneviratne &
Martino, 2021). Serangkaian kajian tentang peng-
anggaran lebih dominan dilakukan dengan me-
lihat kontribusi penganggaran dalam hubungan-
nya dengan pencapaian kinerja keuangan semata
(Covaleski & Dirsmith, 1986; Kaufman & Cova-
leski, 2019; Knardal & Bjernenak, 2020; Pratolo
et al., 2020; Rachmawati et al., 2021; Saadah &
Falikhatun, 2021; Salman et al., 2023; Siregar &
Susanti, 2019; Vollmers & Coons, 2017). Anggar-
an dalam proses penyusunannya dapat menim-
bulkan masalah sosial dalam bentuk konflik atau
perdebatan dan tidak berujung pada penyelesai-
an. Kesalahan penganggaran dapat terjadi kare-
na melibatkan interaksi manusia dalam proses
penyusunannya. Salah satu strategi meminimal-
isasi kesalahan dalam penganggaran adalah de-
ngan menginternalisasikan nilai-nilai budaya ke
dalam penganggaran (Biswan & Widianto, 2019;
Jayasinghe et al., 2020; Kuruppu et al., 2016;
Nouman et al., 2020; Syarifuddin, 2018). Studi
penganggaran yang diintegrasikan dengan kon-
teks budaya menjadikan manusia dan perilaku-
nya sebagai dimensi penting untuk dipertimbang-
kan. Oleh karena itu, manusia dan perilakunya
yang mengimplementasikan nilai-nilai budaya
dalam aktivitas organisasi tidak dapat dilepaskan
dari penganggaran.

Budaya didefinisikan sebagai seperangkat
norma, nilai, keyakinan, dan identitas bersama
yang dibangun dari pengalaman bersama, di-
turunkan dari generasi ke generasi, dan dibuang
jika dianggap tidak berguna oleh masyarakat
(McNab & Wilson, 2018). Teori kontingensi me-
lihat perspektif budaya organisasi ke dalam ele-
men manusia dan perilakunya dalam pengang-
garan (Nkundabanyanga et al., 2023; Uddin et
al., 2019). Teori kontingensi menjelaskan bahwa
setiap organisasi memiliki karakteristik unik dan
khas dalam mengimplementasikan praktik-prak-
tik bisnis, termasuk dalam penganggaran (Gra-
ham & Sathye, 2018). Teori kontingensi mem-
berikan penawaran penyelesaian permasalahan
penganggaran, yaitu dengan mempertimbangan
faktor budaya organisasi yang dinilai mampu

memengaruhi implementasi penganggaran yang
efektif (Colling & Ceulemans, 2023; Elkelish &
Rickards, 2018; Haliah, 2021; Zarei et al., 2022).
Integrasikan teori kontingensi ke dalam peng-
anggaran memandang bahwa manusia sebagai
pelaku anggaran akan berperilaku berdasarkan
nilai, asumsi, perspektif, dan keyakinan yang ia
miliki. Terdapat bukti empiris mengenai peran
budaya pada akuntansi yang dapat digunakan
untuk mengembangkan unit penganggaran dan
kontrol resmi yang terkait dengan masalah bu-
daya untuk menerapkan kebijakan penganggaran
yang efektif. Dengan demikian, hal ini membe-
rikan arahan pada peran manusia sebagai aktor
dalam mempraktikkan nilai-nilai budaya organi-
sasi (masyarakat) dalam penganggaran.

Penelitian ini terinspirasi dari adanya kon-
flik perdebatan dalam proses penyusunan ang-
garan yang terjadi di universitas yang memiliki
banyak fakultas/unit/departemen. Konflik dan
perdebatan yang sering kali muncul hingga mem-
butuhkan waktu lama dalam penetapan anggar-
an adalah terkait dengan pembagian porsi ang-
garan yang akan didistribusikan dalam Rencana
Anggaran Bisnis (RAB) oleh tiap fakultas/unit/
departemen. Konflik dalam proses penganggaran
universitas sebagai salah satu lembaga peme-
rintah di bidang pendidikan tidak bisa dihindari
karena terkait kepentingan unit dan bagian da-
lam memperjuangkan pembiayaan pendidikan.
Konflik dalam proses penganggaran tidak ter-
elakkan karena pengaruh politik fakultas dalam
penganggaran muncul ketika mereka menuntut
untuk mendapatkan kembali haknya bagi pem-
biayaan pendidikan. Sementara itu, administrator
cenderung menggunakan aturan penganggaran
secara kaku sebagai upaya untuk mempertahan-
kan kepentingan umum. Konflik penganggaran di
universitas terjadi karena keanekaragaman fakul-
tas berkeinginan untuk diakomodasi kebutuhan-
nya. Mkasiwa (2020) dan Seneviratne & Martino
(2021) menemukan bahwa penganggaran di uni-
versitas rawan konflik dan perdebatan. Setiap
fakultas/unit berupaya melakukan diskusi ketat
dengan pihak administrator sebagai pengam-
bil kebijakan. Kadang terjadi konflik pada saat
tahap penyusunan, namun di sesi akhir pelak-
sanaan teredam dengan dalih kebersamaan dan
kekeluargaan. Keberhasilan proses penganggaran
dalam pandangan Myers (2022) dan Nurmalasari
et al. (2022) ditentukan oleh komitmen organisasi
dan kemampuan pimpinan dalam menggerakkan
potensi sumber daya manusia yang terlibat da-
lam mengelola konflik yang terjadi selama proses
penganggaran. Pimpinan perguruan tinggi ditun-
tut dapat membuat kebijakan internal yang tidak
berpihak pada kelompok tertentu.

Kajian terdahulu yang mengintegrasikan
budaya dalam penganggaran dilakukan oleh se-
jumlah peneliti. Meskipun demikian, peneliti me-
nemukan serangkaian penelitian yang telah men-
coba mendeskripsikan budaya nasional dalam
penganggaran, seperti Graham & Sathye (2018),
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Tabel 1. Daftar Nama Informan (Samaran)

Informan Jabatan/Instansi
Yudi Wakil rektor
Ibnu Wakil rektor
Anne Direktur pascasarjana
Ikbal Wakil dekan
Rei Dewan pengawas/wakil dekan
Bakri Sosiolog
Kadir Ketua dewan adat gorontalo (budayawan)
Nuril Salah satu pengurus ikatan akuntan

McNab & Wilson (2018), dan Zarei et al. (2022). Pe-
nelitian tersebut menemukan bahwa budaya na-
sional memengaruhi transparansi penganggaran,
baik yang dilakukan pada perusahaan maupun
pada instansi pemerintahan. Serangkaian pene-
litian lainnya yang meninjau budaya organisasi
dalam perspektif nilai-nilai kearifan lokal yang di-
internalisasikan dalam penganggaran dilakukan
oleh Ahrens et al. (2023), Alkaraan (2018), Bukh
et al. (2021), Haliah (2021), Jayasinghe et al.
(2020), Nkundabanyanga et al. (2023), Nouman
et al. (2020), Putra & Muliati (2020), Seneviratne
& Martino (2021), Sonhaji et al. (2022), dan Ud-
din et al. (2019). Penelitian tersebut memberikan
wawasan bahwa nilai kearifan lokal yang dimiliki
organisasi memberikan keragaman kelembagaan
dalam penganggaran di suatu organisasi. Meski-
pun demikian, tidak semua penelitian tersebut
menawarkan unsur religiusitas dalam pengang-
garan berbasis kearifan lokal. Menanggapi kesen-
jangan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian
kami akan memperkaya keragaman kajian peng-
anggaran dalam perspektif nilai-nilai kearifan lo-
kal yang dimiliki oleh masyarakat. Studi ini akan
memberikan penguatan bagi teori kontingensi
yang menilai bahwa setiap organisasi memiliki
karakteristik keunikan, di antaranya adalah bu-
daya organisasi. Studi ini mengkaji nilai-nilai bu-
daya suatu masyarakat yang diinternalisasikan
oleh institusi, khususnya universitas negeri da-
lam membangun model penganggaran berbasis
kearifan lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mende-
sain model penganggaran berbasis nilai budaya
Gorontalo pada universitas. Studi ini mengka-
ji nilai-nilai budaya yang dipahami oleh orang-
orang yang memiliki kearifan lokal dalam peng-
anggaran untuk mewujudkan good university
governance (GUG). Harapan dari penelitian ini
adalah memberikan kontribusi bagi pengem-
bangan ilmu akuntansi. Harapan lainnya adalah
model penganggaran yang didesain dalam pene-
litian ini menjadi salah satu model yang mampu
meredam masalah sosial dan akhirnya melahir-
kan anggaran yang penuh dengan nilai manfaat
bagi organisasi pendidikan.

METODE

Konteks penelitian ini adalah mengeksplor-
asi nilai-nilai budaya universitas yang dipahami
dan dipraktikkan dalam penganggaran dengan
menggunakan pendekatan studi kasus. Stu-
di kasus untuk memahami sudut pandang dan
pengalaman berbagai pelaku anggaran guna me-
mahami perilaku mereka (Nkundabanyanga et
al., 2023). Penggunaan pendekatan ini dengan
asumsi bahwa manusia yang ada dalam suatu
komunitas/organisasi mampu membentuk rea-
litas sosial. Alasan lain dijelaskan oleh Jayas-
inghe (2021) dan Sargiacomo (2018) bahwa stu-
di kasus merupakan teknik riset paling fleksibel
yang dapat digunakan dalam penelitian. Walau-
pun studi kasus dinilai sebagai pendekatan yang
sangat sederhana, namun pendekatan ini dapat
digunakan untuk mengeksplorasi permasalah-
an sosial melalui pemahaman anggota organisa-
si. Bahkan, studi kasus dapat digunakan untuk
membuat generalisasi analitis atas suatu fenom-
ena dan temuan-temuan studi kasus akan ber-
implikasi pada kebijakan dan pengembangan te-
ori (lihat Mayasari & Bachtiar, 2022). Alsharari &
Al-Shboul (2019) dan Taylor (2018) lebih khusus
menjelaskan kekuatan studi kasus dalam riset
akuntansi, baik dalam akuntansi manajemen,
auditing, maupun akuntansi keuangan. Studi
kasus dapat digunakan untuk pengembangan
teori dan mampu menggeneralisasikan pengeta-
huan baru.

Studi kasus penelitian ini dilakukan pada
sebuah universitas yang berada di Gorontalo,
yaitu Univeritas Negeri Gorontalo (UNG). Sebagai
perguruan tinggi negeri, UNG telah melakukan
pembenahan manajemen melalui perubahan
paradigma manajemen badan layanan umum
sampai artikel ini ditulis. Alasan pemilihan UNG
sebagai objek penelitian adalah karena universi-
tas ini mengedepankan nilai-nilai budaya dalam
implementasi aktivitasnya untuk mencapai visi
dan misinya, termasuk dalam penganggaran.
Nilai-nilai dasar yang diyakini oleh akademisi dan
budayawan yang dimilikinya dapat dieksplorasi
untuk mendesain model penganggaran berbasis
nilai budaya Gorontalo. Untuk itu, subyek pene-
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litian ini adalah manusia yang memahami realitas
sosial proses penyusunan anggaran yang memili-
ki dinamika berbeda pada tiap organisasi dan me-
mahami realitas nilai-nilai budaya yang diyakini
dapat diinternalisasikan dalam interaksi manusia
dalam menciptakan konsep penganggaran berba-
sis kearifan lokal.

Tabel 1 menunjukkan detail rincian infor-
man yang terlibat dalam penelitian ini. Pemilihan
informan untuk memperoleh data yang sesuai di-
tentukan secara purposive dengan kriteria kela-
yakan subjek adalah mereka yang berpengalaman
dalam proses penyusunan anggaran di univeritas
dan subjek yang memiliki pengetahuan tentang
nilai-nilai budaya Gorontalo.

Pengumpulan data dilakukan melalui
teknik wawancara dan focus group discussion
(FGD). Wawancara mendalam dilakukan de-
ngan metode tidak terstruktur untuk memberi
keleluasaan kepada informan dalam mengek-
spresikan pendapatnya. Topik yang dibahas da-
lam wawancara berfokus pada nilai-nilai budaya
Gorontalo yang dapat diimplementasikan dalam
penganggaran di universitas. Eksplorasi melalui
wawancara ini ditujukan untuk mengidentifi-
kasi nilai-nilai budaya Gorontalo apa saja yang
dapat dijadikan dasar untuk mendesain model
penganggaran universitas. Informan dalam pene-
litian ini meliputi informan yang berpengalaman
dalam penganggaran di universitas. Selain itu,
juga dilakukan wawancara mendalam dengan
melibatkan akademisi, sosiolog, dan budayawan.

Adapun teknis FGD mengacu pada metode
pengumpulan data yang berfokus pada diskusi
dan bertukar pendapat dan pengalaman dengan
para partisipan. Selain itu, dengan metode ini pe-
neliti dapat mengamati interaksi partisipan satu
sama lain dan berbicara dengan mereka sehingga
mencakup berbagai permasalahan yang muncul
selama percakapan dan menggunakannya untuk
analisis lebih lanjut (Daff & Jack, 2018; Groot &
Ven, 2019; Villiers et al., 2021). FGD dalam pene-
litian ini digunakan untuk verifikasi dan validasi
nilai-nilai budaya Gorontalo yang dapat dijadikan
dasar konstruksi model pengganggaran univer-
sitas berbasis kearifan lokal masyarakat Goron-
talo. FGD ini dimaksudkan untuk mendapatkan
persepsi narasumber/expert terkait fokus pene-
litian. Informan ahli yang dimaksud adalah yang
terlibat di FGD di antaranya akademisi, sosiolog,
dan budayawan.

Topik yang didiskusikan dalam FGD adalah
nilai-nilai budaya Gorontalo dan desain model
penganggaran yang telah dianalisis oleh peneliti.
Maksud dari FGD ini adalah meminta masukan
dari para narasumber terkait nilai-nilai budaya
Gorontalo yang telah diidentifikasi melalui wa-
wancara dan menemukan rumusan desain model
penganggaran berbasis nilai-nilai Gorontalo.

Teknik analisis data dilakukan dengan
analisis konten dan konstan komparatif. Analisis

konten dilakukan terhadap hasil wawancara men-
dalam dengan informan dan hasil FGD. Analisis
ini dilakukan dengan menggunakan teknik kesa-
maan kata dan maknanya. Adapun analisis kon-
stan komparatif dilakukan hanya untuk meng-
analisis data hasil FGD untuk membandingkan
ide, pendapat, dan argumentasi dari para infor-
man/narasumber agar dapat memperkuat hasil
diskusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penganggaran di universitas dimaknai oleh
informan didasarkan dari nilai atau prinsip hidup
yang lahir dari kesepakatan dan kebiasaan aka-
demisi. Setiap universitas memiliki nilai-nilai bu-
daya sebagai kearifan lokal yang diimplementa-
sikan dalam operasionalnya. Sebagaimana yang
diyakini oleh teori kontingensi bahwa organisa-
si memiliki keragaman dalam menerjemahkan
lingkungan yang berbeda, yang salah satunya
ditentukan oleh budaya organisasi (Colling &
Ceulemans, 2023; Elkelish & Rickards, 2018).
Budaya organisasi lahir dari nilai-nilai yang
disepakati atau diyakini kemudian dikonstruksi
untuk memicu pencapaian organisasi.

Nilai-nilai budaya yang ditemukan dalam
penelitian ini bersumber dari informan yang se-
ngaja dipilih karena memiliki pengalaman dan
pengetahuan dalam memahami proses penyusun-
an anggaran di sebuah universitas. Pengumpul-
an data melalui wawancara mendalam dan FGD
menunjukkan bahwa kedekatan dan keterlibatan
peneliti dalam penganggaran memudahkan pro-
ses perkenalan dengan semua informan. Temuan
tiga belas nilai budaya dan konstruksi model
penganggaran dalam penelitian ini dieksplorasi
secara alami dari informan yang berperan sebagai
subjek yang objektif dalam memberikan informa-
si dan data.

Nilai-Nilai budaya Gorontalo dalam peng-
anggaran. Budaya Gorontalo memiliki suatu
nilai, khususnya ketika dikaitkan dengan peng-
anggaran universitas. Nilai tersebut ketika di-
terapkan dalam penganggaran universitas tentu
menghasilkan suatu outcome yang berbeda jika
dibandingkan dengan konsep penganggaran
modern.

Secara rinci, terdapat 13 nilai dalam bu-
daya Gorontalo yang terkait dengan pengangga-
ran. Adapun bagian selanjutnya memuat penjela-
san lebih rinci mengenai nilai tersebut.

Pertama, nilai molamonga tahuda. Nilai
ini diperoleh dari wawancara mendalam dengan
Kadir di kediamannya. Kadir dikenal oleh ma-
syarakat Gorontalo sebagai budayawan yang
diamanahkan menjadi ketua dewan adat. Kadir
dalam masa jabatannya pernah menjabat sebagai
anggota dewan yang sering menjadi pemateri pada
seminar-seminar budaya Gorontalo. Selain itu,
Kadir sebagai anggota legislatif tingkat dareh ber-
pengalaman dalam pembahasan anggaran. Salah



400 Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 14, Nomor 2, Agustus 2023, Hlm 396-411

satu pernyataan Kadir yang penting sebagaimana
kutipan wawancara mendalam sebagai berikut:

“Selalu melihat dan menampung kese-
pakatan biar sudah diputuskan dalam
rapat. Saya ada pendapat begini-begi-
ni, disepakati baru ditagih bagaimana
pendapat yang lain, kalo punya pema-
haman yang lain, ya oke. Jadi kita ha-
rus saling menghargai pendapat orang
lain, menerima pendapat orang lain,
menyepakati dan mengajak orang
lain. Dalam bahasa Gorontalo adalah
molamonga tahuda...dan dudu du’a to
paduma (pedoman/syariat), tahuda
artinya fatwa/nasehat” (Kadir).

Kadir memahami bahwa proses penyusun-
an anggaran di organisasi apapun melibatkan
banyak pihak dalam pembahasannya. Menurut-
nya, pembahasan anggaran yang diawali dari
proses penyusunan yaitu berisi masukan, saran,
dan koreksi merupakan hal yang biasa terjadi da-
lam penyusunan anggaran. Perbedaan pendapat
merupakan hal yang wajar, yang terpenting ada-
lah proses pembahasan ditujukan untuk menam-
pung berbagai aspirasi yang akan menjadi data
atau informasi. Hal ini dapat dimaknai bahwa
menampung pendapat/fatwa/arahan dan meng-
hargai perbedaan pihak lain menjadi nilai penting
yang harus dipegang dalam proses penganggaran.

Menampung pendapat dan arahan dari
berbagai unit merupakan bagian terpenting da-
lam proses penganggaran. Proses ini menjadi ba-
gian penting dalam memetakan berbagai sasaran
yang dinilai penting dalam penentuan anggaran.
Penganggaran di universitas rentan terhadap
konflik. Semakin banyak unit yang dipertimbang-
kan dalam penganggaran, maka semakin banyak
pula kepentingan yang patut dipertahankan un-
tuk mengakomodasi terlaksananya program tiap
unit. Perbedaan pendapat yang disampaikan oleh
setiap unit memperkaya data yang dipertimbang-
kan untuk menentukan program yang dipriori-
taskan.

Kedua, nilai mopotuwau pahamu. Nilai ini
diartikan sebagai pernyamaan pendapat. Nilai
mopotuwau pahamu diperoleh saat wawancara
mendalam dengan Kadir. Beliau memberikan per-
nyataan lain terkait penganggaran sebagai beri-
kut:

“Dalam musyawarah selalu ada perbe-
daan pendapat sehingga dalam baha-
sa Gorontalo disebut mohupa’a. Mari
kita saling memprotes/baku bantah,
tetapi ujung-ujunganya menghasilkan
hasil musyawarah yang ditindaklan-
juti. Nah, penyamaan pendapat dise-
but mopotuwau pahamu perlu men-
dasari” (Kadir).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa
nilai molamonga tahuda memerlukan implemen-
tasi nilai lainnya sebagai turunan yaitu nilai mo-
potuwau pahamu. Nilai ini mengandung makna
bahwa penyatuan persepsi/pendapat yang ber-
beda perlu menjadi bagian penting dari proses
penganggaran. Dalam proses musyawarah, Kadir
mengatakan bahwa saling protes adalah ben-
tuk untuk menyamakan persepsi sehingga akan
menghasilkan tindak lanjut untuk mencapai tu-
juan bersama.

Perbedaan pendapat dalam penyusunan
anggaran merupakan hal yang wajar dan pasti
terjadi dalam sebuah organisasi, termasuk di uni-
versitas. Universitas memiliki unit yang beragam
sehingga semakin kompleks proses penyaringan
pendapat yang merupakan langkah awal dalam
penyusunan anggaran. Hal inilah yang membuat
perjalanan dalam penganggaran semakin lama
dan lambat. Argumentasi ini sejalan dengan pe-
nelitian Biswan & Widianto (2019), Bukh et al.
(2021), dan Syarifuddin (2018) bahwa salah satu
kendala dalam penyusunan anggaran adalah
banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk pe-
nentuannya. Hal ini disebabkan organisasi yang
bersifat kompleks membutuhkan penyamaan
persepsi dalam membuat keputusan bersama.

Ketiga, nilai dulohupa. Nilai ini dapat di-
artikan sebagai musyawarah. Pendapat tentang
nilai ini diperoleh saat wawancara mendalam dan
melalui FGD yang diungkapkan oleh Kadir, Anne,
dan Ikbal. Hal ini nampak pada kutipan sebagai
berikut:

“Apa yang kita bahas dalam musya-
warah kita satukan dan akan menjadi
tindakan, kalau dalam istilah peme-
rintah itu tindakan. Itulah yang dina-
makan dulohupa” (Kadir).

“Ada yang disebut dulohupa yaitu
musyawarah atau kesepakatan. Mi-
salnya, kegiatan kemahasiswaan
mengundang pimpinan dan di dalam-
nya ada kesepakatan” (Anne).

“Dalam rapat kerja selalu ada finali-
sasi apa yang menjadi program kerja.
Sehebat apapun tidak bisa menen-
tukan kewenangan anggaran hanya
melalui dulohupa dan harus melalui
musyawarah, yakni diminta setiap
prodi dan jurusan yang ada di fakul-
tas”(Ikbal).

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya
kesadaran dari ketiga informan mengenai pen-
tingnya dulohupa dalam penganggaran. Kadir
memahami bahwa proses musyawarah merupa-
kan kebiasaan dalam membahas sesuatu pe-
rencanaan, salah satunya mengenai anggaran
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sebagai alat perencanaan organisasi. Pada sisi
lainnya, Anne sering meneliti dan membimbing
mahasiswa yang menulis tentang kearifan lo-
kal masyarakat Gorontalo. Melalui pengalaman
penelitiannya tersebut, Anne menyadari bahwa
musyawarah dalam bahasa Gorontalo yang dise-
but dulohupa merupakan tindakan yang wajib
diimplementasikan dalam penganggaran. Selain
itu, Ikbal sering terlibat dalam penganggaran di
universitas dan fakultas serta di PKM membuat-
nya memaknai musyawarah sebagai sebuah ke-
harusan untuk menjalankan program kerja.

Nilai terpenting yang harus diimplementa-
sikan dalam penganggaran adalah musyawarah
dalam bahasa Gorontalo dulohupa. Musyawarah
menjadi senjata untuk meluluhkan perbedaan
pendapat di tiap unit yang ada. Imawan et al.
(2019) dan Sonhaji et al. (2022) menjelaskan bah-
wa musyawarah merupakan nilai luhur budaya
Indonesia yang ditemukan dalam tradisi organi-
sasi, termasuk dalam penganggaran. Hal ini mut-
lak dilakukan untuk meminimalkan konflik yang
terjadi. Musyawarah menjadi bagian terpenting
dalam tahapan penganggaran karena hal ini men-
jadi salah satu solusi untuk membuat kesepakat-
an terhadap program-program yang ditawarkan.

Keempat, nilai heluma. Nilai ini diartikan
sebagai mufakat. Pendapat tentang nilai heluma
ini diperoleh dari Kadir. Saat wawancara menda-
lam dengan Kadir, peneliti menyimak ada nilai
lain yang disampaikan sebagai berikut:

"Hasil musyawarah baru ditindaklan-
juti dalam pelaksanaan sebenarnya
yaitu heluma. Jadi, dalam musya-
warah sudah harus melaksanakan
yaitu mufakat untuk sepakat” (Kadir).

Pengalaman Kadir sebagai anggota dewan
adat dan budayawan melahirkan kesadaran bah-
wa heluma yang diartikan mufakat merupakan
satu paket dengan nilai dulohupa. Menurutnya,
musyawarah (dulohupa) dilakukan untuk menca-
pai mufakat. Nilai heluma menjadi dasar penting
yang wajib diimplementasikan. Nilai mufakat ini
dilakukan untuk menyepakati keputusan yang
disampaikan dalam musyawarah untuk mene-
mukan tujuan dari masalah yang dibahas dalam
musyawarah. Sasaran dari musyawarah adalah
menentukan kesepakatan bersama.

Anggaran merupakan alat mengalokasikan
sumber daya organisasisasi. Proses pengang-
garan pada sektor publik, termasuk universitas
terus mengalami perbaikan. Perbaikan anggaran
instansi pemerintah dimulai dari reformasi ma-
najemen pengelolaan keuangan negara.

Konsep nilai heluma sejalan dengan argu-
mentasi Biswan & Widianto, 2019 dan Zarei et
al. (2022) bahwa kesepakatan dalam pengang-
garan bersifat tidak praktis dan sangat mahal.
Universitas yang memiliki unit yang beragam
membutuhkan proses penyatuan kesepakatan.

Konsekuensi dari proses ini membutuhkan biaya
yang signifikan.

Kelima, nilai huyula. Nilai ini memiliki mak-
na bekerja sama atau gotong royong. Pada aspek
huyula, Kadir memiliki pandangan yang menarik.
Hal ini ditunjukkan dengan pernyataannya beri-
kut ini:

“Dari hasil musyawarah tersebut,
muncullah yang namanya huyu-
la, yang artinya kita sudah melak-
sanakan apa yang sudah kita sepaka-
ti bersama. Kemudian kalau huyula di
sini diartikan tolong menolong untuk
menyukseskan sesuatu yang diren-
canakan” (Kadir).

Pernyataan Kadir menunjukkan bahwa
setelah adanya mufakat terkait berbagai pro-
gram kerja yang disusun melalui perencanaan,
nilai huyula perlu diimplementasikan dalam
penyusunan anggaran. Istilah huyula merupakan
salah satu bentuk interaksi sosial. Organisasi ter-
bentuk karena adanya kebutuhan untuk meng-
koordinasikan bentuk interaksi para anggota or-
ganisasi secara formal. Interaksi merujuk pada
adanya kerja sama antarindividu. Penganggaran
membutuhkan interaksi sosial dalam mewujud-
kan tujuan bersama. Demikian pula dalam peng-
anggaran di universitas, kerja sama diperlukan
untuk merealisasikan keinginan bersama untuk
diwujudkan.

Keenam, nilai tolonga:laa. Nilai ini dapat
diartikan sebagai kekeluargaan. Pernyataan lan-
jutan oleh Anne mengenai nilai tolonga:laa yang
mendasari penganggaran dapat dilihat pada
kutipan berikut:

“Tolonga:laa ‘kekeluargaan’. Di dalam
penganggaran kegiatan harus ada pe-
nuturan sehingga tidak akan ada konf-
lik” (Anne).

Anne menyadari bahwa pengalamannya da-
lam mengikuti pembahasan anggaran di unitnya
hingga pembahasan di level universitas memerlu-
kan nilai kekeluargaan yang disebut tolonga:laa.
Nilai ini wajib diimplementasikan sebagai dasar
melahirkan anggaran yang baik dan wajar.

Kekeluargaan merupakan basis nilai dalam
menghasilkan anggaran yang baik. Penyusunan
anggaran dengan nilai kekeluargaan merupakan
dasar penting. Nilai yang dimaksud bukan hanya
bentuk slogan dan sebatas pengetahuan dari par-
tipasi penganggaran saja, tetapi lebih dari pada
itu sebagai penyatu dalam mewujudkan aktivi-
tas dalam penyusunan penganggaran itu sendiri
(Sonhaji et al., 2022).

Ketujuh, nilai mopomulo u paralo. Nilai ini
dapat diartikan sebagai prioritas. Informan yang
memberikan pandangan lain terkait nilai yang
mendasari penganggaran adalah Yudi, Rei, dan
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Nuril sebagaimana pernyataan mereka di sebagai
berikut:

“Kalau untuk kegiatan fakultas, saya
sangat berharap untuk lebih mempri-
oritaskan pakai skala prioritas, kebu-
tuhan untuk pengembangan akade-
mik” (Yudi).

“Dari situlah ada beberapa penen-
tuan skala-skala prioritas sehingga
akan ketemu satu titik di mana keter-
batasan anggaran itu bisa menjawab
kebutuhan yang diinginkan unit ker-
ja. Bahasa sederhananya adalah tidak
semua kebutuhan yang diusulkan itu
dapat direalisasikan karena dalam
konteks di samping keterbatasan an-
ggaran” (Rei).

“Kita mempunyai skala prioritas yang
disebut prioritas anggaran. Tidak
mungkin semua aspirasi atau usulan
akan tertampung” (Nuril).

Pernyataan tersebut menunjukkan bebera-
pa peran. Yudi berperan penting dalam pengusul-
an anggaran hingga ke kementerian. Demikian
pula dengan Rei yang berpengalaman sebagai pe-
jabat pembuat komitmen universitas. Rei sangat
memahami proses penyusunan dari awal hing-
ga akhir. Adapun Nuril dipercayai sebagai ketua
asosiasi akuntansi di wilayah lokal.

Ketiga informan menyadari bahwa proses
penyusunan anggaran bukan semudah membalik
telapak tangan. Proses penganggaran yang dimu-
lai dari penyusunan hingga penetapan memerlu-
kan prinsip yang harus dipegang teguh agar an-
ggaran memberikan manfaat untuk masyarakat,
yaitu penentuan skala prioritas. Mereka mema-
hami bahwa anggaran memiliki keterbatasan.
Oleh karena itu, penentuan skala prioritas wajib
dipertimbangkan dalam penganggaran.

Anggaran dapat menerjemahkan rencana
umum, memenuhi konsep akuntansi tanggu-
ng jawab, mengalokasikan uang untuk kegia-
tan-kegiatan prioritas, dan mengidentifikasi ke-
terbatasan dan kendala organisasi. Aliabadi et
al. (2021) dan Pratolo et al. (2020) berpendapat
bahwa memahami proses penganggaran publik
khususnya anggaran di institusi pendidikan ting-
gi/universitas adalah hal yang sangat penting.
Saat ini, tidak akan ditemui penerapan model
tradisional dalam penganggaran di universitas.
Suatu keunggulan universitas dalam menerapkan
penganggaran dilakukan dengan model pengang-
garan partisipatif. Manajemen universitas mema-
hami bahwa untuk mendapatkan penganggaran
yang berkualitas dibutuhkan berbagai masukan
atau saran dari tiap unit. Pola-pola penganggar-
an partisipatif dapat memberikan ciri yang unik.
Keterbatasan dari penganggaran partisipatif di
antaranya adalah tidak dapat mengakomodasi

semua kepentingan unit. Oleh karena itu, dibu-
tuhkan penentuan prioritas kegiatan dalam pe-
nentuan program.

Penganggaran berbasis prioritas adalah
praktik pengambilan keputusan anggaran dan
pengalokasian dana berdasarkan kebutuhan
masyarakat. Anggaran berdasarkan prioritas me-
nekankan penggunaan sumber daya yang tersedia
sebagai titik awal dibandingkan dengan penge-
luaran tahun sebelumnya, serta mengalokasikan
dana untuk program, bukan departemen.

Kedelapan, nilai tinepo. Nilai ini dapat diar-
tikan sebagai subsidi silang. Terkait nilai ini, Rei,
Anne, dan Yudi mengungkapkan pendapatnya
pada kutipan sebagai berikut:

“Dari perspektif universitas itu meli-
hat bagaimana operasional itu bisa
jalan di semua unit kerja. Itu akan
terjadi yang namanya subsidi silang.
Bagi yang memiliki pendapatan besar
tentunya diharapkan mampu mem-
berikan subsidi kepada unit kerja
yang tidak memiliki pendapatan yang
terlalu besar” (Rei).

“Harus ada pembagian yang merata.
Jadi itu yang disebut dengan subsidi
silang. Subsidi silang itu adalah mem-
bantu fakultas lain yang kurang ma-
hasiswanya dengan ada kesepakatan
antara pimpinan unit” (Anne).

“Jadi bahan pertimbangan, mahasis-
wa banyak jelas beda dengan yang
sedikit. Tapi, untuk mahasiwa yang
sedikit tetap akan melakukan kegia-
tan yang sama dengan fakulas yang
lain sehingga ada nilai-nilai apa di
situ yang dibilang, ada istilahnya mo
baku bantu juga/subsidi silang. Nah,
di situ ada budaya juga” (Yudi).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa
universitas memiliki unit yang banyak dengan
beragam karakter dan kontribusi. Tinepo dalam
konteks penganggaran menjadi nilai yang harus
dimiliki untuk menghasilkan anggaran yang wa-
jar bagi tiap unit. Nilai ini wajib diedarkan dan
dijelaskan dalam musyawarah, khususnya dalam
tahap penyusunan.

Persoalan yang dihadapi oleh manaje-
men dalam pengambilan keputusan penetapan
anggaran di universitas adalah adanya unsur
ketidakpuasan dari masing-masing unit (Aliaba-
di et al., 2021; Nouman et al., 2020; Pratolo et
al., 2020). Pada universitas terdapat dua jenis
unit yang perlu dipertimbangkan dalam pengang-
garan, yaitu unit yang memiliki kontribusi da-
lam perolehan pendapatan dan unit yang tidak
memiliki pendapatan namun memiliki kontribusi
dalam pelayanan. Konflik dapat terjadi bila unit
yang memiliki sumber pendapatan besar namun
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tidak memiliki penganggaran yang proporsional
senilai dengan kontribusinya. Oleh karena itu,
universitas tidak dapat disamakan dengan se-
buah entitas bisnis sehingga penganggarannya
pun harus dapat mempertimbangkan unit lain.
Konsep subsidi silang menjadi nilai yang diper-
lukan untuk dapat mengakomodasi perbedaan
kontribusi tiap unit. Unit yang memiliki sumber
pendapatan dapat memberikan sumbangsih dana
kepada unit lainnya.

Kesembilan, nilai basalata. Nilai ini diter-
jemahkan sebagai kesetaraan. Terkait nilai bas-
alata, Bakri memaparkan pengalamannya dalam
meriset kehidupan sosial masyarakat Gorontalo.
Hal ini dijelaskan dalam kutipan berikut ini:

“Itu  sebabnya dalam buku saya
mengutip kembali satu istilah baru
bahwa dalam tradisi Gorontalo kita
yang mungkin kita dijadikan kaidah-
kaidah ke sekian di dalam pengang-
garan antara lain disebut prinsip ke-
sederajatan dan kejahteraan umum”
(Bakri).

Bakri menjelaskan bahwa nilai kesetaraan
yang dia sebut dengan basalata dalam istilah
Gorontalo menjadi bagian dari kajian yang per-
nah ditelitinya dan melahirkan sebuah buku.
Bakri menyadari bahwa basalata memiliki makna
‘mencapai kesejahteraan bersama’. Menurutnya,
anggaran yang disusun, ditelaah, dan ditetapkan
harus mempertimbangkan kesejahteraan semua
unit atau individu yang ada di universitas.

Penerapan penganggaran partisipatif di
universitas bermaksud untuk pencapaian kese-
jahteraan seluruh akademisi. Praktik anggaran
partisipatif menjadi salah satu cara untuk men-
gatasi berbagai masalah dalam sistem perenca-
naan. Penganggaran partisipatif memberikan
kesempatan kepada seluruh akademisi untuk
menyampaikan aspirasinya dalam hal pengang-
garan karena merekalah yang lebih memahami
masalah yang ada di unitnya.

Kesepuluh, nilai adili. Nilai ini diartikan
sebagai adil. Dalam hal ini, penganggaran ha-
rus bersikap adil bagi kegiatan organisasi dan
menguntungkan semua pihak. Secara tersirat,
pendapat tentang nilai adili disampaikan oleh Rei
dan Nuril pada kutipan sebagai berikut:

“Jadi dengan kebijakan yang dikeluar-
kan melalui surat keputusan rek-
tor yang isinya tentang pembagian
anggaran di setiap unit kerja atau
bahasanya pembagian KUE diseti-
ap unit kerja itu didasarkan pada
komponen-komponen tadi yang dise-
suaikan dengan kebutuhan” (Rei).

“Jadi perencanaan penganggaran juga
bukan berdasarkan keinginan atau
kebutuhan tapi memang ada stan-

dar output yang nantinya bermanfaat
kepada masyarakat. Misalnya RAB
universitas. Apa sih manfaatnya pada
satu kegiatan yang dianggarkan? Ka-
lau kita hanya sekedar menggunakan
anggaran” (Nuril).

Pernyataan Rei dan Nuril menunjukkan
adanya kesadaran terhadap pentingnya prinsip
adili. Terlepas dari fakta bahwa keduanya berke-
cimpung dalam bidang berbeda, mereka memili-
ki kesamaan yaitu terlibat dalam penganggaran
secara langsung. Mereka sama-sama menyadari
pentingnya prinsip adili. Proses penganggaran
dapat dianalogikan seperti pembagian kue pada
setiap unit. Adil dalam pandangan mereka ada-
lah setiap unit berhak mendapatkan anggaran
walaupun ia bukan unit penggerak pendapatan.
Di universitas, ada sebuah unit yang bukan pu-
sat pendapatan, seperti bidang akademik dan
kepegawaian. Namun, keberadaan unit ini men-
dukung proses operasional universitas. Untuk
itu, analogi membagikan kue bermakna semua
unit mendapatkan anggaran yang sesuai dengan
kebutuhannya.

Organisasi yang bekerja dengan sumber-
sumber yang terbatas tidak dapat memenuhi
semua permintaan yang berkaitan dengan
penganggaran. Dalam perspektif penganggar-
an, keadilan yang dimaksud adalah keadilan
prosedural. Dilihat dari sudut pandang pengang-
garan, keadilan prosedural merupakan persepsi
bawahan atas keadilan proses yang digunakan
oleh pimpinan untuk mengevaluasi kinerja
bawahan, mengomunikasikan umpan balik dari
kinerja yang dicapai, dan menentukan penghar-
gaan bagi bawahan. Implikasinya, prosedur yang
adil harus ada untuk mendistribusikan sumber
daya yang terbatas tersebut. Pengaruh keadilan
prosedural terhadap penganggaran partisipa-
tif dapat dilihat dari meningkatnya inisiatif dan
terbukanya sharing informasi antara atasan dan
bawahan. Keadilan prosedural diakui memili-
ki efek positif pada partisipasi karyawan dalam
pengambilan keputusan (Agung & SeTin, 2021;
Kuroki & Shuto, 2022).

Kesebelas, nilai popopiyohe dudelo. Nilai ini
memiliki arti kehati-hatian. Pada aspek ini, ter-
dapat pendapat berbeda dari Ibnu dan Rei. Per-
bedaan ini nampak dalam kutipan pernyataan
sebagai berikut:

“Jadi proses renstranya itu pertama
adalah mengumpulkan informasi-in-
formasi dari setiap fakultas, apa arah
kebijakannya mereka. Kemudian pro-
gram-programnya kemudian kita sa-
ring dan disesuaikan dengan renstra
Kemendikbud” (Ibnu).

“...yang menarik adalah bagaimana
penyusun RAB itu. Jadi istilah pengu-
sulan itu dalam rangka untuk mengu-
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sulkan RAB masing-masing unit kerja
untuk mendapatkan outputnya. Dari
output tersebut kemudian dilakukan
telaah. Telaah dilakukan dengan ke-
hati-hatian. Hasil telaah itu menja-
dikankan RAB definitif yang bersa-
maan akan muncul DIPA universitas”
(Rei).

Ibnu adalah aktor utama yang terlibat da-
lam penganggaran pada bagian perencanaan. la
sebagai penyusun rencana strategis (renstra) uni-
versitas bersama-sama dengan Rei sebagai dewan
Pengawas. Ibnu dan Rei adalah orang yang terli-
bat langsung dalam penyusunan dan penelaah-
an anggaran. Mereka memahami kehati-hatian
adalah nilai yang mendasar. Kehati-hatian me-
rupakan nilai atau prinsip penting yang harus
dipegang teguh oleh aktor anggaran.

Dalam perspektif penganggaran, kehati-ha-
tian ini bermakna melakukan sesuatu perlu de-
ngan pertimbangan yang baik sesuai dengan
peraturan yang berlaku untuk mencapai tujuan
yang diinginkan. Kehati-hatian dalam pelak-
sanaan penganggaran harus dilandasi dengan
prinsip memberikan yang terbaik, menghindari
kerusakan, dan membantu pihak lain. Prinsip ke-
hati-hatian dalam penganggaran juga bermakna
dalam penyusunannya tidak hanya berorientasi
pada materi, namun juga memperhatikan aspek
proses dengan mengedepankan prinsip manfaat
dan memberikan hal yang terbaik melalui pro-
gram-program yang direncanakan.

Kedua belas, nilai dia dia nuhe totahuda.
Nilai ini diartikan sebagai kepatuhan. Ada tiga in-
forman yang menyampaikan persepsi sama, khu-
susnya pada nilai dia dia nuhe totahuda. Hal ini
nampak dari pernyataan berikut ini:

“Kalau untuk penganggaran mereka
ada anggaran sendiri, ada anggaran
khusus untuk kemahasiswaan bera-
pa. Itu sudah dipatok sekian persen.
Jadi, kalau kemahasiswaan pun ke-
giatan apa yang dibiayai, dianggarkan
itu tergantung WR 3” (Yudi).

“...kalau renstra besarnya ada di kami
bagaimana membuatnya, termasuk
juga kita sudah mengukur/mereview
tingkat capaian renstra dari setiap
unit kerja” (Ibnu).

”"Sederhananya adalah kita tidak boleh
membuat program kegiatan yang asal
bunyi yang tentunya program kegiatan
yang harus selaras dengan keinginan
pimpinan BLU yang didasarkan pada
renstra” (Rei).

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya
nilai dia dia nuhe totahuda menjadi nilai yang
harus diimplementasikan dalam penyusunan

anggaran. Kepatuhan yang dimaksud adalah
kesesuaian dengan peraturan atau standar yang
menjadi dasar perencanaan. Kepatuhan dalam
penganggaran diperlukan untuk merealisasikan
anggaran yang lebih baik dan memiliki tingkat
akuntabilitas yang lebih tinggi (Adi & Lestari,
2022; Mirza & Khoirunisa, 2021).

Salah satu faktor yang mendorong tingkat
kepatuhan dalam penganggaran adalah tekanan
sosial. Tekanan sosial mendorong kepatuhan,
yaitu keinginan individu untuk menghindari kon-
sekuensi negatif karena ketidaksetiaan terhadap
seseorang yang memiliki posisi otoritas lebih ting-
gi atau bertindak bertentangan dengan keinginan
kelompok.

Ketiga belas, nilai mopoduoto tilihula. Nilai
ini dapat diartikan sebagai konsolidasi kewenang-
an dalam berorganisasi. Pada perspektif ini, Nilai
ini diperoleh dari pernyataan Anne berikut ini:

“Bagaimana caranya untuk menyatu-
kan tiga institusi menjadi satu visi
itu yang disebut dengan konsolidasi
kewenangan istilahnya mo po duoto
tilihula.. Jadi harus seimbang, ada
kesepakatan. Kemudian bikin dalam
bentuk pernyataan. Dasar itu adalah
bisa di SK-kan oleh pak rektor dasar
kesepakatan” (Anne).

Anne merupakan dosen senior yang memi-
liki pengalaman menjabat sebagai ketua jurusan,
wakil rektor bidang kemahasiswaan, dan saat ini
menjabat direktur pascasarjana. Pengetahuan-
nya tentang nilai-nilai budaya Gorontalo banyak
diperoleh dalam beberapa penelitian, baik se-
bagai periset utama dan juga sebagai pembim-
bing tesis dan disertasi mahasiswa pascasarjana
yang mengkaji nilai-nilai kearifan lokal. Dalam
hal penganggaran di universitas, Anne memiliki
pengalaman yang banyak karena senantiasa terli-
bat langsung dalam proses perencanaan, bahkan
juga terlibat sebagai pengguna anggaran.

Anne memahami bahwa mopoduoto tilihula
menjadi nilai penting yang diimplementasikan di
universitas. Menurutnya, setelah anggaran diren-
canakan maka tahap berikutnya adalah tahap
penetapan. Proses penetapan ini dilanjutkan de-
ngan proses pengesahan melalui lembaran Surat
Keputusan Rektor yang akan dijadikan dasar da-
lam penggunaan anggaran setiap unit.

Tiap individu dalam setiap unit memiliki
keterlibatan. Tingkat keterlibatan pegawai dalam
proses penyusunan anggaran merupakan faktor
utama yang membedakan partisipasi pengang-
garan dengan partisipasi nonpenganggaran. Da-
lam partisipasi penganggaran, aspirasi pegawai
dipertimbangkan sehingga memungkinkan pega-
wai untuk bernegosiasi dengan atasan mengenai
penawaran program kerja. Hasil akhir dari proses
penganggaran memunculkan anggaran yang la-
hir dari ide, masukan, dan kontribusi dari semua
unit yang ada. Pengesahan anggaran merupa-
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kan dasar dari implementasi anggaran. Anggaran
yang sudah ditetapkan oleh manajemen puncak
universitas menjadi pertanda bahwa setiap unit
akan menerima dan berkomitmen bersama untuk
mengimplementasikannya. Anggaran yang lahir
dari level unit yang terendah dalam arti peng-
anggaran partisipatif, akan lebih berpeluang un-
tuk diimplementasikan dengan komitmen untuk
mencapai kinerja organisasi lebih baik (Agung &
SeTin, 2021; Kuroki & Shuto, 2022; Myers, 2022;
Sonhaji et al., 2022).

Kesesuaian nilai-nilai budaya Goronta-
lo dalam penganggaran dengan good university
governance. Gambar 1 menunjukkan kesesuaian
nilai-nilai budaya Gorontalo yang ditemukan oleh
peneliti dengan prinsip-prinsip good university
governance. Prinsip ini meliputi orientasi pada
konsensus, partisipasi, penegakan supremasi hu-
kum, responsif, akuntabilitas, persamaan derajat
dan inklusivitas, efektif, dan efisien.

Peneliti memaknai tiga tingkatan proses
kearifan lokal yang dimiliki dan diterapkan oleh
masyarakat Gorontalo dalam kehidupan berke-
luarga maupun pemerintahan. Dalam proses
penyusunan anggaran, dulohupa ode heluma ode
huyula artinya musyawarah menuju mufakat se-
bagai nilai dasar penganggaran untuk mewujud-

kan sistem tolong menolong atau bekerja sama
antara unit atau fakultas guna memenuhi kebu-
tuhan dan kepentingan bersama yang didasar-
kan pada solidaritas sosial melalui ikatan keke-
luargaan dalam suatu institusi. Ketiga nilai dasar
tersebut dijadikan model dulahu yang dapat diak-
ronimkan adalah dulohu, heluma, huyula.

Dulahu jika ditinjau dari bahasa Gorontalo
dapat diartikan sebagai ‘matahari’. Makna filo-
sofisnya, matahari sebagai pusat sekaligus sum-
ber energi terus menyinari dan seakan memberi
pelajaran mengenai kehidupan sehari-hari. Ter-
kait hal tersebut, terdapat empat informan yang
memberikan pertimbangan tentang model peng-
anggaran Dulahu. Hal ini nampak dari pernyata-
an sebagai berikut:

“Jadi ada perilaku yang baik, sikap,
ikhlas dan seterusnya itu adalah ba-
gian dari local wisdom. Ada yang ten-
tang rezeki. Ada yang mengatur. Pem-
bagian itu sudah dari sananya. Jadi
kita menerima apa yang sudah ada
jadi itu yang dimaksud dengan ikhlas.
Apa yang ada itu adalah bagian saya”
(Anne).

Molamonga tahuda
(penampung fatwa/arahan)

Mopotuwau pahamu

Orientasi pada kasus

(penyatuan persepsi)

Dulohupa (musyawarah)

Heluma (mufakat)

(
\

Partisipasi

A\

Huyula (gotong royong)

Popopiyohe dudelo (kehati-
hatian)

Penegakan supremasi
hukum

Tolonga:laa (prinsip
kekeluargaan

[ Kesesuaian Prinsip

Dia dia nuhe to tahuda
(kepatuhan)

(
\

Responsif

\
J

Dia dia nuhe totahuda
(kepatuhan)

(
\

[ Akuntabilitas

\
J

Dia dia nuhe totahuda
(kepatuhan)

(
\

\
J

Basadlata (prinsip

Persamaan derajat dan
inklusivitas

kesederajatan)

Adili (prinsip keadilan)

Mopormulo u paralo

[ Efektif dan efisien

(prioritas anggaran)

\ J \ J
L L
\ (
J\

Tinepo (subsidi silang

Gambar 1. Nilai-nilai Budaya Gorontalo dan Kesesuaian dengan Prinsip GUG
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“Artinya kita membantu Ada yang
terkena musibah kebakaran dan
acara keluarga, modepita bentuk ke-
pedulian seseorang modepita tidak
sesuai ketentuan tetapi keikhlasanya”
(Kadir).

“Dulohupa, heluma, huyula yang men-
jadi dulahu (matahari). Kalau saya me-
lihat dulahu siang hari jadi penggaran
di fakultas ekonomi dalam penyusun-
annya dilakukan berdasarkan perin-
tah dan juga kebiasaan kita dilakukan
di akhir tahun sehingga memasuki
awal tahun ajaran baru” (Ikbal).

“Dalam keuangan negara atau keuan-
gan daerah itu prinsip-prinsip yang
disebutkan tadi seperti huyula helu-
ma. Itu sudah ada dalam prinsip-prin-
sip tata kelola keuangan negara...yang
kita persingkat atau perkecil lagi prin-
sip-prinsip pengelolaan BLU” (Nuril).

Pernyataan keempat informan menunjuk-
kan bahwa prinsip Dulahu tertanam dalam ke-
hidupan sehari-hari. Secara khusus, Kadir mem-
berikan penjelasan bahwa ketiga belas nilai-nilai
Gorontalo yang dijadikan dasar dalam memba-
ngun model penganggaran sesuai dengan nilai-
nilai Islam. Menurutnya, nilai-nilai Islam tidak
pernah lepas dalam tradisi termasuk dalam peng-
anggaran, baik untuk negara ataupun di organi-
sasi masyarakat, bahkan untuk penganggaran
rumah tangga. Dasar Islam untuk merefleksikan
model penganggaran berdasarkan Al-Qur’an
Surah Al-Maidah ayat 8.

Atiolo

o~

Proses Penetapan
Anggaran

Mopoduoto tilihula

Proses Penyusunan Anggaran

Molamonga T ahuda, Mopotuwau
Pahamu, Dulohupa, Heluma, Huyula,
Mopolumo U Paralu Daa, Tolonga;laa,
Adili, Basalata, Tinepo

Saat FGD dilakukan, Kadir sebagai dan
Ikbal memiliki pendapat yang sama. Mereka
menyepakati dulahu berarti matahari sangat
relevan menjadi model penganggaran. Menurut
mereka, matahari sebagai simbol memiliki mak-
na memberikan cahaya penerang kepada semua
ciptaan Tuhan di bumi, tanpa memandang bulu
atau pilih kasih. Hal ini menandakan bahwa tu-
juan yang hendak dicapai dari model ini adalah
demi kebaikan bersama. Dulahu yang berarti ma-
tahari bermakna bahwa dalam penganggaran di
universitas menekankan pada kebaikan untuk
semua akademisi.

Refleksi makna matahari sebagai model
yang dikonsepkan menghasilkan penerapan nilai-
nilai yang sarat dengan kearifan lokal masyarakat
Gorontalo. Hal ini menjadi prinsip sekaligus filo-
sofi dalam kehidupan mereka, “aadati hulahula
to saraa, saraa hulahula to kuru’ani” yang berarti
“adat bersendikan syara’ dan syara’ bersendikan
Kitabullah”. Filosofi ini berarti seluruh nilai bu-
daya yang lahir dan menjadi kebiasaan ma-
syarakat Gorontalo diwariskan turun-temurun
dengan berpedoman pada Al-Qur’an. Bukti ini
juga menegaskan masyarakat Gorontalo mayo-
ritas beragama Islam sehingga kehidupannya
harus sesuai dengan nilai-nilai Islam yang ber-
dasarkan pada Al-Qur’an. Demikian pula dalam
kehidupan di lembaga pendidikan universitas.
Filosofi ini sangat dijunjung tinggi dalam imple-
mentasi kehidupannya, termasuk dalam peng-
anggaran.

Gambar 2 menunjukkan desain model Du-
lahu sebagai model penganggaran universitas.
Model ini memetakan 13 nilai temuan nilai bu-
daya Gorontalo ke dalam tiga tahapan penyusu-
nan anggaran RBA di tingkat universitas.

Toliango

Proses Penelaahan
Anggaran

Popopiyohe Dudelo,
Dia Dia Nuhe

Gambar 2. Model Penganggaran Universitas Berbasis “Dulahu”
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Tabel 2. Perbandingan Model/Konsep/Analisis dalam Tinjauan Internalisasi Nilai-Nilai Kearifan
Lokal (Budaya Organisasi) dalam Penganggaran

Model/Konsep/
Analisis

Nilai Budaya (Kearifan lokal) yang
Diinternalisasikan/Diintegrasikan

Tujuan

TriHita Karana (Pu-
tra & Muliati, 2020)

Pengabdian kepada Tuhan (Parahyangan) Menciptakan keselarasan organisasi

Pengabdian kepada manusia (Pawongan)

Pengabdian untuk lingkungan (Palemah-

an)
Magasid Syariah Kebenaran
(Nouman et al.,
2020)

Menjauhi kemungkaran

Menegakkan keadilan

Musyawarah
Profesionalisme
Keluarga (Uddin et Kesatuan
al., 2019)
Persatuan

Kepentingan bersama “kita”

Teori Bourdieu (Se-
neviratne & Marti-

no, 2021) kan transparansi

Habitus organisasi yang dapat memotiva-
si pelaku penganggaran dalam mewujud-

Kesejahteraan bersama melalui dis-
tribusi kekayaan dengan konteks
pemberdayaan zakat, infaq, sede-
kah.

Kebersamaan

Keselarasan dan efisiensi pengang-
garan

Modal sosial organisasi yang menjadi pe-

doman
Praktik prinsip organisasi

Nilai Budaya Jawa
(Sonhaji et al.,
2022)

alon-alon wa-ton kelakon,

urip iku wang sinawang,

Kemuliaan, kebahagiaan, ketenang-
an, dan kebaikan hidup

urip ojo mung dikanggo-no gawe nuruti

nafsu,

jenenge wong sing pingin mulyo

urip iku urup

Dulahu Dulohupa

Heluma
Huyula
Tinepo
Tolonga:laa
Atiolo

Toliango

Pencapaian keikhlasan untuk mela-
hirkan penganggaran yang humanis

Pada sisi lainnya, Gambar 2 dimaknai se-
bagai konsep penyusunan anggaran yang dapat
dijadikan dasar oleh pimpinan universitas dalam
mewujudkan GUG. RAB dapat dimetaforakan se-
bagai matahari. Setiap organisasi/institusi mem-
butuhkan RAB sebagai acuan untuk dapat men-
jalankan organisasi/institusi. Universitas perlu
menyusun dan memiliki RAB yang merupakan

dokumen turunan dari renstra yang memuat pro-
gram dan kegiatan yang harus dilakukan dalam
kurun waktu satu tahun. Dokumen RAB men-
jelaskan target output setiap tahun dan menjelas-
kan berapa anggaran yang diperlukan oleh uni-
versitas untuk mencapai target.

Untuk mengakomodasi target-target yang
telah ditetapkan secara bersama-sama dengan
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unit/fakultas, maka RAB disusun secara bottom
up dengan memperhatikan prinsip yang perlu di-
terapkan dalam mencapai GUG. Proses penyusu-
nan RAB diawali dengan pembahasan berbagai
usulan program dan kegiatan selama satu ta-
hun yang dilakukan oleh jurusan/program studi
maupun unit kerja lainnya. Hasil usulan program
dan kegiatan tersebut dibahas kembali pada ting-
kat fakultas/unit kerja. Selanjutnya, hasil terse-
but ditelaah dan ditetapkan kembali di tingkat
universitas untuk dikonsolidasikan dengan pihak
kementerian.

Refleksi dari nilai-nilai tersebut muncul
pada proses awal penyusunan anggaran yang
dimulai dari musyawarah (dulohupa). Musyawa-
rah dalam implementasinya diawali saat penen-
tuan program kerja. Selanjutnya, dibutuhkan
mufakat (heluma) atas hasil yang dimusyawa-
rahkan. Untuk dapat merealisasikan anggaran,
harus ada kerja (tindakan), tidak hanya sebatas
konsep. Refleksi kerja (tindakan) dalam peng-
anggaran tersebut diproses huyula, baik pada
tahap mekanisme penyusunan anggaran, tahap
penelaahan anggaran, dan tahap penetapan ang-
garan. RAB merupakan energi yang dibutuhkan
oleh semua fakultas/unit kerja di lingkungan
universitas sehingga penggunaan ditujukan un-
tuk memenuhi kepentingan bersama dalam rang-
ka mencapai visi dan misi universitas (Heinle et
al., 2014; Nouman et al., 2020).

Nilai filosofis diartikan sebagai suatu keya-
kinan yang mengatur cara berperilaku dan men-
jadi arah tujuan akhir individu yang digunakan
sebagai prinsip atau pedoman hidup seseorang
atau kelompok berdasarkan kepentingannya.
Oleh karena itu, nilai filosofis menjadi sangat
penting untuk perkembangan dan pelestarian se-
buah kebudayaan yang ada di suatu masyarakat
yang dipercaya memiliki nilai kebaikan bagi ma-
syarakat.

Terkait dengan penganggaran dalam Islam,
Aliabadi et al. (2021) dan Amirkhani et al. (2019)
menjelaskan prinsip-prinsip yang wajib diim-
plementasikan, yaitu menegakkan kebenaran,
menjauhi kemungkaran, menegakkan keadilan,
melakukan musyawarah, dan profesionalisme.
Prinsip-prinsip ini bermakna bahwa konsep pen-
ganggaran dalam perspektif Islam dimaknai bah-
wa segala bentuk kekayaan yang dikelola oleh
negara atau suatu entitas adalah untuk kepen-
tingan stakeholder (umat) dengan memaksimal-
kan sumber-sumber pendapatan yang berori-
entasi pada prinsip maslahah dan menghindari
kerusakan.

Model Dulahu yang diinternalisasikan nilai
atiolo (kasih) dan toliango (sayang) akan meng-
hasilkan nilai keikhlasan dalam penganggaran.
Nilai ini akan memudarkan konflik atau perde-
batan yang ada. Pada akhirnya, tercipta anggaran
bercirikan tinepo (subsidi silang) dan tolonga:laa

(kekeluargaan). Penganggaran yang lahir dari
banyaknya pihak yang terlibat akan menghasil-
kan anggaran yang sukarela atau penuh keikh-
lasan.

Tabel 2 mengilustrasikan hasil perbandin-
gan model penganggaran Dulahu dengan temuan
model/konsep/analisis terdahulu. Penelitian
ini berupaya mengidentifikasi nilai-nilai budaya
masyarakat Gorontalo yang dapat diintegrasikan
ke dalam penganggaran, khususnya penganggar-
an di universitas yang memiliki kompleksitas
secara kelembagaan. Temuan nilai-nilai budaya
dan model tidak bermaksud untuk mengganti-
kan model/konsep atau bentuk analisis yang
telah dilahirkan oleh peneliti terdahulu. Namun,
temuan model ini memberikan keragaman formu-
la yang dapat diimplementasikan oleh organisasi
yang memiliki nilai-nilai yang sama.

Model Dulahu yang ditawarkan dalam peng-
anggaran menjadi basis dalam memberikan peng-
uatan bagi teori kontingensi. Setiap organisasi
memiliki keunikan karakteristik budaya organi-
sasi yang diimplementasikan dalam aktivitasnya,
termasuk dalam penganggaran. Studi ini telah
mengeksplorasi nilai-nilai kearifan lokal masya-
rakat yang diinternalisasikan dalam penganggar-
an di sebuah universitas negeri.

Secara umum, model Dulahu yang ditawar-
kan dalam penelitian ini memiliki kesesuaian
dengan riset-riset sebelumnya yang mengusung
nilai “kebersamaan” sebagai nilai budaya organi-
sasi dalam internalisasi proses penganggaran (li-
hat Nouman et al., 2020; Putra & Muliati, 2020;
Sonhaji et al., 2022). Namun, bila ditelusuri le-
bih lanjut, model Dulahu ini berupaya melengkapi
konsep yang diusung oleh Seneviratne & Martino
(2021) dan Uddin et al. (2019). Mereka menawar-
kan konsep penganggaran dengan analisis Teori
Bourdieu. Analisisnya dinilai lebih berorientasi
pada nilai ekonomi karena nilai kebersamaan,
kekuasaan, dan kepatuhan agen yang diinternal-
isasikan dalam penganggaran ditujukan untuk
mencapai efisiensi anggaran. Selain itu, lonsep
yang ditawarkan oleh mereka lebih berorientasi
sosio-kultural yang lahir dari tradisi masyarakat
dengan mengimplementasikan rasa kesatuan
atau kesatuan dengan kelompoknya.

Model Dulahu ini juga sesuai dengan konsep
yang ditawarkan oleh Nouman et al. (2020), Putra
& Muliati (2020), dan Sonhaji et al. (2022). Mo-
del yang dilahirkan lebih komprehensif berkarak-
ter nilai-nilai religi, sosio-kultural, dan ekonomi.
Model ini berkeyakinan bahwa Tuhan menjadi
pusat pertanggungjawaban dalam penganggaran,
kebersamaan menjadi kebiasaan dalam proses-
nya, dan efisiensi menjadi ranah yang dipertim-
bangkan untuk internalisasinya. Satu sisi yang
berbeda dari model yang ditawarkan oleh mereka
adalah dengan menambahkan nilai dasar atiolo
(kasih) dan toliango (sayang) dalam prosesnya.
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Harapan dari integrasi dua nilai tersebut adalah
menjadikan proses penyusunan anggaran menja-
di lebih humanis.

Pada sisi lainnya, model Dulahu yang di-
tawarkan dalam penelitian ini lebih baik dari
sejumlah riset terdahulu seperti Ahrens et al.
(2023), Alkaraan (2018), Bukh et al. (2021), Gra-
ham & Sathye (2018), Haliah (2021), Jayasinghe
et al. (2020), McNab & Wilson (2018), Nkund-
abanyanga et al. (2023), Seneviratne & Martino
(2021), dan Zarei et al. (2022). Jika mereka ha-
nya menawarkan penganggaran berbasis kearifan
lokal tanpa menelaah unsur religiusitas dalam
akuntansi, maka nilai Dulahu dalam penelitian
ini menawarkan hal yang sebaliknya. Nilai Dulahu
dalam penelitian ini memberikan perspektif bah-
wa ujung dari adanya nilai lokal dalam akuntansi
adalah nilai keagamaan. Hal inilah yang harus
dipikirkan oleh sejumlah kalangan yang terlibat
dalam proses penganggaran ataupun akuntansi
manajemen untuk merumuskan model ini dalam
penganggaran yang tidak hanya berlaku di uni-
versitas negeri, tetapi juga semua institusi pen-
didikan supaya nilai keagamaan dapat hadir di
tengah maraknya akuntansi modern yang sema-
kin sekuler.

Universitas adalah rumah bagi akademi-
si yang kompleks dengan berbagai kepentingan.
Penganggaran yang humanis tumbuh dari nilai-
nilai kearifan lokal yang penuh dengan nilai-nilai
kasih dan sayang sebagai refleksi dari sifat Tu-
han. Penganggaran yang penuh dengan keikh-
lasan akan memayungi penganggaran yang hu-
manis.

SIMPULAN

Penganggaran menjadi basis yang perlu
dipertimbangkan untuk meminimalisasi persoal-
an perilaku. Penelitian ini melahirkan keragaman
nilai-nilai budaya organisasi yang terdesain dari
kearifan lokal suatu masyarakat yang diyakini
dan diinternalisasikan dalam penganggaran uni-
versitas. Selain itu, penelitian ini memberikan
suatu penegasan bahwa teori kontingensi relevan
dengan model penganggaran yang menjunjung
tinggi nilai humanis.

Penelitian ini memberikan bukti bahwa se-
buah universitas memiliki dan mengimplementa-
sikan nilai-nilai budayanya sebagai kearifan lokal
dalam proses penyusunan anggaran RAB di ting-
kat universitas. Nilai-nilai budaya yang ditemu-
kan dalam proses penyusunan anggaran dalam
beberapa aspek. Pertama, mekanisme penyusun-
an anggaran dengan nilai molamonga tahuda
(menampung fatwa/arahan), mopotuwau pahamu
(penyatuan persepsi/tindakan), tolonga:laa (prin-
sip kekeluargaan), mopoduoto tilihula (konsolidasi
kewenangan), tinepo (subsidi silang), mopomulo u
paralu daa (skala prioritas), dia dia nuhe to ta-
huda (kepatuhan), popopiyuhe dudelo (kehati-ha-
tian), basalata (kesederajatan). Kedua, proses

penelaahan anggaran dengan nilai mopoduoto
tilihula (konsolidasi kewenangan). Ketiga, pro-
ses penetapan anggaran dengan nilai popopiyuhe
dudelo (kehati-hatian) dan dia dia nuhe to tahuda
(kepatuhan). Internalisasi semua aspek ini akan
menghadirkan penganggaran yang bersifat hu-
manis.
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